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Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana
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November 2018. Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yaitu untuk mengetahui
Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa
Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
menggunakan pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara dan observasi
yang berkaitan dengan judul. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) termasuk sistem
pemungutan pajak With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan
pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak
ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).
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Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berhak
melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2) adalah bendaharawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jember. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
sebesar 4% apabila perencana dan pengawas mempunyai kualifikasi x Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memungut
beberapa jenis pajak, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak
Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara di Indonesia yang sangat penting berasal dari
sektor pajak karena pajak memberikan kontribusi besar bagi negara yang mana
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan
pajak saat ini setara dengan 51,14% dari target penerimaan pajak pada APBN
2018, jumlah tersebut cenderung naik sebesar 16,52% dibandingkan periode yang
sama tahun 2017, yang hanya 10,17%, begitu juga dengan tingkat kepatuhan
wajib pajak meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir pada 2017 dan
2018. Dengan naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh besar
bagi pembangunan nasional.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai fungsi
budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang
diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga
berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam
bidang ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatuf).

Menurut lembaga pemungutnya pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu
pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada
umumnya, adapun pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutangan, dan
pertambangan. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah, baik daerah tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 1l (pajak
kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
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masing-masing, adapun pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah tingkat
provinsi di antaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak
rokok. Sedangkan pajak daerah yang dikelola pemerintah kota/kabupaten di
antaranya pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan perkotaan (PBB-P2), bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak reklame
(iklan), pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, dan sebagainya.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas tiga yaitu
Official Assessment, Self Assessment dan With Holding System. Self Assessment
dan Witholding System termasuk dua sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu
menuntut keaktifan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pemungutan dan
pemotongan pajak yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
Salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan With Holding System
adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau disebut juga dengan pajak
penghasilan final (PPh Final). Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau disebut PPh
Final merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib
pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan
pemotongan pajaknya bersifat final.

Tata cara pembayaran pajak penghasilan (PPh) berbeda-beda, tergantung
dari jenis PPh dan metode pembayarannya. Berdasarkan jenis pajak
penghasilannya, prosedur pembayaran pajak memiliki perbedaan antara satu
dengan yang lainnya, khususnya dalam hal batas waktu tanggal pembayarannya.
Untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh
Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan, harus disetor paling
lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan PPh
Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak,
serta PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir, proses pembayarannya dapat disetor secara langsung atau

pembayaran secara online.
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember merupakan
lembaga pemerintahan non-departemen yang mana bertugas untuk menanggulangi
bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada
kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan
satuan koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (satkorlak) di tingkat provinsi
dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (satlak PB) di tingkat kabupaten/kota
yang salah satunya terdapat pada Kabupaten Jember. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2012. Pada saaat terjadi bencana pada suatu daerah, maka BPBD
Jember memberikan bantuan pada daerah tersebut dengan cara melakukan
pembangunan kembali sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Dengan
adanya dana tersebut, maka tidak lepas dari pembayaran pajak yang dikenakan
atas jasa konstruksi yang dipungut oleh bendaharawan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Jember, beberapa jenis pajak penghasilan yang
dipungut atau dipotong pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jember yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Salah satu
pajak yang dipungut atau dipotong oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

Prosedur pemungutan pajak diberlakukan atas pelunasan pajak yang
dikenakan pada setiap transaksi pengadaan bahan bangunan yang dibayarkan oleh
bendaharawan BPBD Jember dilakukan dengan cara menyerahkan kode Billing
yang berasal dari pengisian surat setoran elektonik dari laman DJP online untuk
selanjutnya diserahkan pada kantor pos. Kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 4 Ayat (2) dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan
melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilampiri bukti penerimaan
negara atas pengadaan jasa konstruksi kepada KPP Pratama Jember.

Berdasarkan uraian tersebut diangkat judul “Prosedur Pemungutan PPh
Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Jember”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam laporan
praktik kerja nyata ini adalah “Bagaimana Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 ayat
(2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk
memahami tentang Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa

Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

1) Mendapatkan pengalaman untuk menambah wawasan tentang ilmu
administrasi perpajakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember.

2) Memperoleh pengalaman kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember.

3) Mampu mengaplikasikan dan mempraktekkan teori yang diperoleh selama
mengikuti perkuliahan dengan proses administrasi perpajakan yang ada di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, khususnya materi
tentang PPh Pasal 4 ayat (2).

b. Bagi Universitas Jember

1) Menjadi referensi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktik Kerja Nyata

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

2) Mengenalkan mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan
kemampuan diri serta agar mempererat hubungan kerjasama antara universitas

dengan instansi terkait.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

c. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

1) Menjadi sarana dalam menjalin kerjasama lebih lanjut dengan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember baik bersifat akademis
maupun bersifat organisasi.

2) Memberikan masukan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak
2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dari perspektif ekonomi diartikan sebagai beralihnya sumber daya
dari sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak
menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan
individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang
dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan
barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian  definisi  tersebut dapat diketahui bahwa
pengertian pajak secara ekonomis yaitu pajak sebagai pengalihan sumber
dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis
pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan sehingga ditarik kesimpulan
tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antaralain sebagai
berikut:

a. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari
sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut

pajak/administrator pajak)
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c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan
umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan,
baik rutin maupun pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib
pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak
Sebagaimana penjelasan diatas terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat
dari beberapa definisi pajak, oleh karena itu ada dua fungsi pajak menurut
(Ratnawati & Hernawati, 2016: 3) yaitu sebagai berikut:
a. Fungsi budgetair
Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu
kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka
dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.
Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
b. Fungsi mengatur (Regulerend)
Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau
untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi
Contoh:
1) Pemberian insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan
investasi dalam negeri.
2) Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri.
3) Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk

mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.
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2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Abdullah (2015:22) setelah dilakukan reformasi perpajakan pada
tahun 1983 muncul berbagai jenis pajak. Para ahli sesuai dengan keahlian dan
persepsinya banyak menggolongkan jenis perpajakan pada beberapa golongan
berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Adapun jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan golongannya

Pembagian pajak berdasarkan golongan ini berkaitan dengan pelaksanaan

pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Masalah
utama pada penggolongan disini adalah pembebanan atas pajak terutang. Pajak ini
terbagi atas:

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak
dan tidak dapat dibebankan kepada siapapun. Pajak ini dipungut secara
periodik atau berkala. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh ditanggung oleh
pihak-pihak yang memperoleh penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung, pajak ini dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain. Pajak ini dipungut secara insidentil, yaitu saat terjadi kejadian yang
ditentukan oleh undang-undang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN
dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena
pajak.

b. Berdasarkan Wewenang/Lembaga Pemungut Pajak
Pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dengan
merujuk pada rasa keadilan dalam memperoleh pendapatan pada masing-
masing tingkat hierarki inilah maka terjadi perbedaan wewenang atau lembaga
pemungut pajak. Setiap tingkatan pemerintahan hanya dapat menjadi
kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak di luar kewenangannya agar
tidak terjadi tumpang tindih dan pajak ganda setiap pelaksanaan kewajiban
pajak.

1) Pajak Pusat
Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang- undang yang

kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat (Direktorat Jendral Bea
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dan Cukai Kementerian Keuangan). Hasil pemungutan dialokasikan dalam
anggaran negara yang dibuat pemerintah pusat yang digunakan untuk
pembiayaan rumah tangga negara dan kesejahteraan rakyat.
Pajak pusat di Indonesia, antara lain:

a) Pajak Penghasilan (PPh);

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
d) Bea Materai;

e) Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai.

2) Pajak Daerah
Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah
(Perda) dan dipungut oleh aparatur pemerintah daerah untuk dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.
Hierarki pemerintah daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian karena
masing-masing memiliki otonomi daerah sendiri, sehingga pajak daerah juga

dibagi menjadi dua bagian:
Pajak provinsi yang terdiri atas:

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

(1) Pajak Hotel;
(2) Pajak Restoran;
(3) Pajak Hiburan;
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(4) Pajak Reklame;

(5) Pajak Penerangan Jalan;

(6) Pajak Pengambilan Galian Golongan C (asbes, batu tulis, kasit, kaolin, talk,
prospat, dan lain-lain);

(7) Pajak Parkir.

Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak meliputi:

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak

sehingga penentuan besarnya pajak harus didasarkan pada alasan-alasan

objektif yang berhubungan dengan kemampuan jenis pajak. Pajak subjektif

berpangkal pada subjek pajak selanjutnya dicari syarat-syarat objektifnya. Ini

artinya yang pertama diperhatikan adalah kondisi/keadaan wajib pajak,

contoh: dalam memotong pajak penghasilan negara harus memerhatikan

subjek pajak, misalnya status perkawinan, banyaknya jiwa yang menjadi

tanggungannya termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya,

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang terjadi dalam

wilayah negara. Besarnya pajak terutang didasarkan pada nilai objek pajak

yang menjadi dasar pengenaan pajak dan tidak dilihat dari kemampuan

ekonomis wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan

berdasarkan banyaknya konsumsi barang atau jasa kena pajak. Dalam

penerapan pajak objektif ini tidak diperhatikan kemampuan dan kelas

ekonomi wajib pajak.

2.1.4 Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2) merupakan dasar hukum pemungutan pajak oleh

negara. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu

menetapkan nasib rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri. Untuk itu, segala

tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan

dengan undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di
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lembaga legislatif. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang, pajak
tidak dianggap sebagai perampasan hak /kekayaan rakyat karena sudah disetujui
oleh wakil-wakil rakyat. Selain itu, juga tidak dikatakan sebagai pembayaran
sukarela karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya
dan jika tidak memenuhi kewajiban sebagai rakyat dapat dikenakan sanksi. Selain
undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar
keadilan dapat diterapkan, faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara
adalah peraturan perpajakan mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab
tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Agar
pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan
pajak harus memenuhi syarat sebagaimana dikutip Waluyo dan Wirawan (2000:5)
Undang-undang dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus bersifat adil.

Adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan

undang-undang, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan,

baik bagi negara maupun warganya yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2.

Pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam perannya
menanggung pembiayaan negara, menuntut kesadaran warga negara untuk
memenuhi kewajiban kenegaraan. Akan tetapi, sebagian warga masyarakat tidak
memenuhi kewajiban membayar pajak timbul hambatan dalam pemungutan pajak
atau perlawanan terhadap pajak. Dalam pemungutan pajak dapat dilakukan
berdasarkan tiga stelsel, yaitu sebagai berikut:

a. Stelsel nyata, sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak
dengan menghitung besarnya pajak berdasarkan penghasilan yang nyata
diperoleh oleh wajib pajak.

b. Stelsel anggapan, sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun
pajak dengan menganggap bahwa penghasilan tahun ini dianggap sama dengan
penghasilan tahun lalu dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Stelsel campuran, sistem pemungutan pajak yang menggabungkan Stelsel nyata
dan anggapan. Jadi, awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan

penghasilan yang dianggap sama dengan tahun yang lalu, kemudian akhir
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tahun pajak dilakukan perhitungan besarnya pajak berdasarkan penghasilan
yang nyata diperoleh pada tahun tersebut. Dari sistem pemungutan pajak yang
seperti ini apabila terdapat perbedaan dalam hasil akhir perhitungan maka

dikenal istilah kurang bayar atau lebih bayar.

2.2 Pajak Penghasilan
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang pajak penghasilan
adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang
diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak pemghasilan melekat pada
subjeknya. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak subjektif. Subjek pajak
tersebut dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam
Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau
dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila
kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun
pajak dapat berupa tahun kalender, akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku
tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang pajak penghasilan adalah
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak.

2.2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas

jasa konstruksi yaitu sebagai berikut:
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a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187/PMK.03/2008 tentang tata cara
pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan
dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PMK-
153/PMK.03/2009.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan final adalah pajak
yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh
pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat
dikreditkan lagi dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Selain
pengertian tersebut, pajak penghasilan final (PPh Final) dapat diartikan pajak
yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan,
atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain ataupun yang
disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi
merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib
pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final
ini tidak akan dihitung lagi. Pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan
penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (Pasal 17 UU
PPh). Akan tetapi, atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut
juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan yang

dikenakan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut:
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a. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan
penghasilan lain (yang non-final) dalam penghitungan pajak penghasilan pada
SPT Tahunan.

b. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak
dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.

c. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final tidak dapat

dikurangkan.

2.3.2 Penghasilan yang Dipotong atau Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi
dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi. Obligasi yang dimaksud termasuk
surat utang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, seperti Medium Term Note,
Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan
Surat Utang Negara meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan
negara;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi deviratif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima
oleh perusahaan modal ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah
dan/atau bangunan;
e. Penghasilan tertentu lainnya.
PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun
berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan/atau penyetoran sendiri
pajak yang bersifat final. Oleh karena bersifat final, maka pemotongan PPh
Pasal 4 ayat (2) dapat dikreditkan.
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Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak serta jatuh tempo
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) secara umum
dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Jenis Pajak Penyetoran atau Pembayaran | Penyampaian SPT Masa

PPh Pasal 4 ayat (2) | Harus disetor paling lama | Paling lama 20 hari
yang dipotong oleh | tanggal 10 bulan berikutnya | setelah masa pajak
pemotong PPh setelah masa pajak berakhir berakhir.

PPh Pasal 4 ayat (2) | Harus disetor paling lama | Paling lama 20 hari

yang harus dibayar | tanggal 15 bulan berikutnya | setelah masa pajak

sendiri oleh WP setelah masa pajak berakhir berakhir

Catatan: batas penyetoran atau pembayaran berakhir sesuai dengan ketetapan

Menteri Keuangan

2.4 Jasa Konstruksi
Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan
konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Subjek
pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi merupakan wajib pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari
usaha di bidang jasa konstruksi.
Pengenaan tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi yaitu sebagai
berikut:
a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang
memiliki kualifikasi usaha kecil;
b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang
tidak memiliki kualifikasi usaha;
c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa
selain penyedia jasa pada poin a dan b;
d. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang

dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
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e. 6% untuk perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi yang
dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Apabila penyedia jasa adalah BUT, maka tarif PPh tidak termasuk PPh atas
sisa laba BUT setelah PPh yang bersifat final. Sisa laba dari BUT setelah PPh
yang bersifat final dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut
ditanamkan kembali di Indonesia atau sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut:

a. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna
jasa merupakan pemotong pajak (badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, BUT, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang
ditunjuk oleh Dirjen Pajak) pada saat pembayaran uang muka dan termin.

b. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan
merupakan pemotong pajak.

Besarnya PPh yang dipotong atau disetor sendiri yaitu jumlah pembayaran,
tidak termasuk PPN, dikalikan tarif PPh atau jumlah penerimaan pembayaran,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikalikan tarif PPh dalam hal PPh
disetor sendiri oleh penyedia jasa pada saat pembayaranuang muka dan termin.
Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran tersebut merupakan
bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Apabila terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan Nilai
Kontrak Jasa Konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah
dipotong atau disetor sendiri, maka selisin kekurangan tersebut disetor sendiri
oleh penyedia jasa. Apabila nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar
sepenuhnya oleh pengguna jasa, maka atas nilai kontrak jasa konstruksi tidak
dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final, dengan syarat nilai kontrak
jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak
dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan piutang yang nyata
tidak dapat ditagih dapat ditagih kembali apabila tetap dikenakan PPh yang
bersifat final.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar

negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

pajak yang terutang berdasakan ketentuan Undang-Undang PPh. Penghasilan lain
yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi
dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh dan penyedia
jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha jasa konstruksi
termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan PPh
bersifat final.

Apabila PPh yang terutang melalui pemotongan, maka pembayaran atau
penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila PPh terutang harus disetor
sendiri oleh penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos,
paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak
wajib menyampaikan laporan pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya melalui
SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah
masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan
pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,

maka penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata
3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di JI. Danau
Toba No.16, Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Nyata(PKN) sesuai dengan surat tugas
nomor 4128/UN25.1.2/SP/2018 vyaitu dimulai dari tanggal 18 Oktober 2018
sampai dengan 29 November 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember.

Adapun pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai
dengan jam kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari efektif Praktik Kerja Nyata di Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat
Senin s/d Kamis 07.30 — 15.00 WIB 12.00 — 13.00 WIB
Jum’at 07.30 — 14.30 WIB 11.30 -12.30 WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018)

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir dengan
judul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa
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Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember”.
Sehingga pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ditempatkan pada bagian

sekretariat yang berkaitan dengan judul tersebut.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan secara Terjadwal selama Praktik KerjaNyata

Kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), dilaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata

Waktu Kegiatan Penanggung Hasil
Pelaksanaan Jawab
(@) (b) (© (d)
Kamis, a. Diterima di Badan lbu Mulai magang
18/10/2018 Penanggulangan Bencana Irmulandari di BPBD
oleh bagian sub bagian umum selaku Jember
pelaksana
Sub Bagian
Umum
b. Penempatan di Bidang Ibu
Sekretariat Irmulandari
Jum’at, Membuat tabel rincian Ibu Mengetahui cara
19/10/2018 pembelian ATK Irmulandari  membuat tabel
Rincian pembelian
ATK
Senin, Pencarian dan Pencocokan Ibu Mengetahui
22/10/2018 Data Aset Kantor Irmulandari data aset kantor
Selasa, Membuat Surat Perjalanan  lbu Mengetahui cara
23/10/2018 Dinas ke Bandung Irmulandari membuat surat
Perjalanan dinas
Ke Bandung
Rabu, Menghitung PPh 23 atas Ibu Fitri Mengetahui

24/10/2018 konsumsi kantor

rincian Konsumsi
Kantor setiap
Jum’at
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(a) (b) (c) (d)
Kamis, Menghitung PPN atas ATK Ibu Fitri  Mengetahui
25/10/2018 perhitungan PPN
Atas ATK
Jum’at, Menghitung PPh 22 atas jasa Ibu Fitri Mengetahui
26/10/2018 service printer perhitungan PPh
22 atas jasa service
Printer
Senin, Menghitung PPh 21 atas gaji Ibu Fitri Mengetahui
29/10/2018 pegawai perhitungan PPh
21 atas gaji Pegawai
Selasa, Membuat surat laporan Bapak Mengetahui
30/10/2018 bencana Hartono  pembuatan surat
Laporan bencana
Rabu, Membuat arsip data pegawai Bapak Mengetahui
31/10/2018 tetap atau honorer Hartono  pembuatan arsip
Data pegawai tetap
Atau honorer
Kamis, Membuat surat pembayaran  Bapak Dapat membuat
1/11/2018  ATK Hartono  surat pembayaran
ATK
Jum’at, Pencatatan surat masuk Bapak Mengetahui cara
2/11/2018 Hartono  mencatat Surat
Masuk dan
Penomoran surat
Senin, Membuat surat pesanan Bapak Menerbitkan surat
5/11/2018  pembelian ATK Hartono  pesanan pembelian
ATK
Selasa, Mencetak rekapan aset Ibu Putri  Membantu mencetak
6/11/2018  tetap berupa peralatan kantor rekapan aset tetap
Berupa peralatan
kantor
Rabu, Pengarsipan data aset tetap  Ibu Putri  Mengetahui proses
7/11/2018  berupa kendaraan operasional pengarsipan data aset
BPBD Jember tetap berupa
Kendaraan
Operasional BPBD
Jember
Kamis, a. Membuat SPPD dalam Ibu Putri  a. Mengetahui cara
8/11/2018  daerah membuat SPPD

b. Berdikusi tentang pajak
yang ada di BPBD Jember

Dalam daerah
b. Mengetahui pajak
di BPBD Jember

20


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

() (b) (©) (d)
Jum’at, Pengarsipan data seluruh Ibu Putri  Mengetahui cara
9/11/2018  pegawai BPBD Jember pengarsipan data
Seluruh pegawai
BPBD Jember
Senin, Berdikusi tentang PPh Pasal Ibu Ifa Mengetahui tentang
12/11/2018 4 ayat (2) PPh Pasal 4 ayat (2)
Selasa, Menghitung pengeluaran Ibu Ifa Mengetahui proses
13/11/2018 belanja ATK perhitungan
Pengeluaran belanja
ATK
Rabu, Membuat laporan Ibu Ifa Mengetahui cara
14/11/2018 kejadian kebakaran membuat laporan
November kejadian kebakaran
November
Kamis, Membuat surat balasan Ibu Mengetahui cara
15/11/2018 usulan petugas untuk Irmulandari membuat surat
Pengelolaan E-Lapor balasan usulan
BPBD Jember petugas E-Lapor
BPBD Jember
Jum’at, Membantu pelaporan Ibu Ifa Mengetahui proses
16/11/2018 pajak tahunan pelaporan pajak
Tahunan
Senin, Berdikusi mengenai laporan 1bu Dini Mengetahui
19/11/2018 PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa prosedur pelaporan
konstruksi PPh pasal 4 ayat (2)
atas jasa konstruksi
Rabu, Membuat surat Bapak Mengetahui
21/11/2018 permintaan penawaran Hartono terbitnya surat
Harga pengadaan ATK pengadaan ATK
Kamis, Mencatat surat keluar Ibu Mengetahui
22/11/2018 Irmulandari  pencatatan surat
Keluar dan
Penomoran surat
Jum’at, Berdikusi tentang PPh Pasal Ibu Ifa Mengetahui tentang
23/11/2018 4 ayat (2) PPh pasal 4 ayat (2)
Senin, Membuat SPPD dalam Ibu Dini Mengetahui cara
26/11/2018 daerah membuat SPPD
Dalam daerah
Selasa, Mendapatkan data tentang  1bu Putri Mengetahui data
27/11/2018 PPh pasal 4 ayat (2) untuk

Laporan

tentang PPh pasal 4
ayat (2) untuk
Laporan
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() (b) (©) (d)
Rabu, Menghitung PPh atas Ibu Mengetahui cara
28/11/2018 BBM kendaraan kantor Irmulandari  perhitungan PPh
atas BBM
Kendaraan kantor
Kamis, Perpisahan dengan Kepala Berpamitan karena
29/11/2018 Kantor dan pegawai kantor telah berakhir masa
Karena telah berakhir masa Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018)

3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yaitu
data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Umar (2004:37) Data kualitatif
menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk
skala yang lebih rendah yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang
kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan
dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan dalam riset, karena memang inilah bagian
yang terpenting dari riset jenis ini. Penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada
data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh.
Data kualitatif dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata berupa wawancara dengan
Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
Sedangkan data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan tersebut berupa Faktur
Pajak, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Kuitansi Pembayaran, Kode E-Billing, dan Bukti Penerimaan Negara.

3.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata tersebut

adalah sebagai berikut:
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a. Data Primer

Menurut Umar (2004:42) Data primer merupakan data yang didapat dari
sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara
atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan. Data primer diperoleh dari
wawancara dengan bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jember berupa data tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa
konstruksi.
b. Data Sekunder

Menurut Umar (2004:42) Data sekunder merupakan data primer yang telah

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh
pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data
sekunder dalam laporan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK-187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan
penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan PMK-153/PMK.03/2009.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja
Nyata tersebut sebagai berikut:

a. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan
buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan
laporan Praktik Kerja Nyata tersebut. Buku yang dibutuhkan adalah buku text
tentang perpajakan, buku text tentang pajak penghasilan, dan buku pedoman

penulisan karya ilmiah Universitas Jember.
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b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain.
Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang
diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan
daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara dilakukan
kepada beberapa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jember. Wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Pajak
Penghasilan pasal 4 ayat (2).

c. Observasi
Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara
langsung atau tidak lansung terhadap objek tersebut dan pencatatan terhadap
gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata tersebut dilakukan
observasi data-data wajib pajak yang terkait dengan pengenaan atas pengadaan
jasa konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Jember.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Praktik Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Jember, mengenai Prosedur Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Jember dilakukan oleh bendaharawan. Bendaharawan
melakukan pemungutan terhadap rekanan atas jasa konstruksi. Pemungutan
dilakukan dengan perhitungan terhadap CV. Mulia Graha Selaras atas jasa
konstruksi dengan perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) 4% x Dasar Pengenaan Pajak
belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam
melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi
menggunakan With Holding System dimana pihak rekanan memberikan
wewenang kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
untuk melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan besarnya
pajak yang ditanggung oleh CV. Mulia Graha Selaras.

c. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai penyedia jasa
melaksanakan penyetoran sendiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP), dimana penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah
penerimaan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)
wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan

pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.
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5.2 Saran

Saran yang diberikan terkait Hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) yang telah
dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember diharapkan meningkatkan
kepatuhan dalam membayar pajak supaya saat pelaporan pajak tidak melewati
batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 agar tidak dikenai sanksi
administrasi atas keterlambatan pelaporan.
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Lampiran 1 Permohonan Tempat Praktik Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 3704/UN25.1.2/SP/2018 11 Oktober 2018
Lampiran  : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
J1. Jawa No.72
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa
yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek
Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk
memberiak rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember. Adapun nama mahasiswa yang

akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO NAMA NIM Program Studi

1 | Andara Muhlisidina 150903101020 | Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas Perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002
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Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Nyata
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Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata
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Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 4128/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan
Fakultas [lmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas IImu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

PANGKAT/
NO NAMA GOLONGAN JABATAN | KETERANGAN
1 Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si. Pembina Lektor DPU
NIP. 196408141989022003 IV/a Kepala
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
Nama : Andara Muhlisidina
NIM : 150903101020
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi Pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
a Tanggal : 01 November 2018

MU Pu"‘\\‘.
Dr. Ardiyanto, M.S“
NIP 195808101987021002
Tembusan
1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4, Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal/ﬂ

d3-Perpajakan 2018
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Lampiran 5 Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 231342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]J

NO. INDIKATOR PENILAIAN Nib s
ANGKA HURUF
1 Penguasaan Materi Tugas 7 5 B
2 Kemarmpuan / Kerjasama 75 B

(98]

Etika 75 AR

4 Disiplin 7; 3
NILAI RATA - RATA i '74 B

B
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
Nama : Andara Muhlisidina
NIM : 150903101020
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma II[ Perpajakan
T Name L Bmuleadpay So
NIP F e DO Ty \0120% L. OO
Jabatan Y. KasupAG  UMUM AT | pepepawATAT
Instansi : W&Q[CAQQEM(}E’Q_ ..................

Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIANY . /+//

NO. | ANGKA [ HURUF |- _KRITERIA”
1 280 A__ I~ "istimewa
2 75=AB< 80 AB _Sangat Baik
3 70=sB< 78 B Baik
4 65sBC< 70 BC Cukup Baik
5 60 =<C< 65 C Cukup
6 55<CD< 60 CD Kurang
7 50sD< 55 D Kurang
8 45=DE< 50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangat Kurang
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Lampiran 6 Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI KEGIATAN PKN

DI BPBD JEMBER
NAMA : Andara Mubhlisidina
NIM : 150903101020
NO HARI/TANGGAL By 19, KET

MAHASISWA PENDAMPING

1| Kamis. 18 1107 2018

2 | Aum'et, 13 10 (2088

3| Coviin, 22/10 /2018

4 | Selas, 2371072013

5 | Rabu, 24 /10 f2008

6 | Kowis, 2570 1208

7 | Aumak, 261107208

8 | Senin ,29/10£.200

o | Sdasa, 20110/ 2018

10 | Pdou, 3171072013

1 | Kamis, | /1112019

12 | Jumal, 271172018

13 | Sewin, B/|\/208

14| Colasa, GlI/2008

15 | Raba. TIW/20®

16 | amic, B /17208

17 5u|m'a’c ,9/m/2013

15 | Cemip, 12/11/203

S¥IIIIISIIEREIRTSS
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27

Senin, 26/ ( 008

28

Selasa, 97 /11 208

29

Rabu, 28 44 1 200

30

19| Selasa, V3/11 /4013 /W'
20 | R, (411208 s
21| Kawis, 15/ /2018 M
2 | Jum'ak, 10l L2008 AN
23| Cowin, 19718 /208 W
24| Quabw, 20 /11 /208 M’
25 Zami;, 22/1§ (2018 W
2% | Nuwak, 23/)) 20t8 s
M
s
%4
M

\(qmi 5 29 /l\/,?O(%



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

45

Lampiran 7 Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktik Kerja

Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736 ’

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Andara Muhlisidina
NIM : 150903101020
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Desa Serut, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
(bahasa Inggris)

The Procedure of Collecting Income Tax Article 4 verse 2 for Construction Services at
Regional Disaster Management Agency of Jember

Dosen Pembimbing : Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si

NO

TANDA
HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN

PEMBIMBING

Cenin, 26-11-2018 | 3.00 Bimavaan 3ah) dan 2 WW

2 | Selasa\s 12-2018 | 08.30 imbingan 1bab 3dan4 MU\@%

3 |Rabug2-12-2018 | 07.30 Bimbingan Bab T 00t |

4 | Jumpt 1412 -208 ©0¥.00 AL nnnesy
v v

5

6

7

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran 8 Surat Setoran Pajak CV Mulia Graha Selaras

y KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
( s S P ) Untuk Arsip Wajib Pajak

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR m

NPWP

NAMA WP
ALAMATWP

[712] [3101o] B39 & 216 [@909]

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

I T T T T T Iy S Y O Iy |

NOP
Dilsl sesual dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP  oiiiiiiiteeeeiiuseeiiasesasssarsesesbsasias s e e as e e e bs s e s aa s e s s g e e EE e s eSS L eSS e
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : PPN Perencanaan fembanaungn
han Jalan Dsa Qleng reran
420 (91210
L
4 .
b Masa Pajak Tahun Pajak
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Se Okt | No Des
p g p p alol e
v’
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya pajak
NomorKetetapan : | | | | | |/ 1 1 /Lo J/7La a1/ ]
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT : '
Jumiah Pembayaran .. 2@ 78278 T N e 00000899000090 Diisf dengan rupialf YA 0N
o Oua Juta ©oaam Ratue Tagul, Wlab Delapan. Ribu Dul! Robas T Pa
ToEnnas '“'""‘"""u%%n"@\nm"umr'snmr'mtrm CAVAY YA AT AP STLVY SN YT oo v fthe o
...................................... VAW ive N ereeereer e $00E LD BLS L8888 - OB e NBIRRS, YR fUNT
................................................................................................................................... U — UL
Pue
Diterima oleh Kantor Fenériqa Pembayaran 1aeban we\Mality Pajakis Penyetor vesedbuy dyen
b A 1 T ha 1o
TANGQAN iisisssisasasfuonssesessessnsasuoigoniens 1AYSNAE3X 591"\48{!10%{-!--I“MVO-"W ..... _)(Aﬂ\“u ........ yedey
Cap dan tanda tangan syuv13s A §9viende tengen wen
000-929-9-0€8- ' LIELRIRY S
82€0011600 - 210L ¢ ueueAe|2g siuef 780-51 Jode| [ebfuey
102000206050€001 ¢ NdLN g1:| vy #-90-51 ¢ 2upjuo wer uep (edfue;
; EUBLOLISAN Y t e . FUTIR:0A sNINOG < Hekey wer uep (¢6due)
Nama Jelas : ... f N, SESEORISANLE NBASIEds ; 1A SN I s L
e il A VERPEvITTRTES A
# Teriln KLsih Telah M¥#ibayar Pajak - Paja ORNUNWERBANGUAMEBangsa * NLLYr 048 ANVH
Ruang Valldas| Kantor Penerima Pembayaran
£26004159041 000 928 90€80qelL
20020 VY5 SaC v st v gl
[[AR YR 1 $00°€LC" 8L Cangann 201
(NYONASYS YEYOIN SYN) N d d X SSEBIOIEDD X EEEC
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Lampiran 9 Surat Setoran Pajak BPBD Jember

ry

KEMENTERIAN KEUANGAN R.1. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR III

S s i ( s s P ) Uﬁmk Arsip Wajib Pajak

NPWP . ool 9199 [s1a7] |2 [&1216] (9019
Diisi sesual dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP . Benddmm ra)jdum"an 8"0 kab. er
ALAMATWP JL- Dandu Bba No. \b w

NOP o e il IR e r SELLESE BRI g ] | el |
Diisi sesual dengan Nomor Objek Pajak E 3
_ALAMAT OP

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran | Uraian Pembayaran A0 4(2) Perencanaan Remb. Dinding Rendudr

[y ya s (4119 0s. Hactomulye v, S, 05 Cuguk Iec - Rambpus,
C : dan Ds. Klungiuny, Keg. Sukerambr @p 29 46100 ...
b | M Mei "‘1’999 ijalk Sep | Okt | N Des lTahun Pajakl
Jan | Pel j Apr e un u &s p op e
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, nwddcnmnmmb;;‘ammmkmmmmn Diisi Tahun terutangnya pajak

NomorKetetapan : | | | | | |/ 1 1 /| I/I/'I L

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumiah Pembayaran J%‘~°7' L 502 o /. 000000000009099 i dengan rupidBéHah *ofor
. Satu “Tu Saty Ratus Sombilan
Terbilang : .....2QFY.., A% Q... ¢ iy ll\‘“%ns..m"."r l!%ﬂml"ﬂﬂl’ll"ﬂﬂf]xv‘s : Repal, Skt
FUTE T VT RPYTYTT RN ) SOOets PO NBAPARS. N (0r
B 9100-60-60 % yefeq efen
R TRttt Tes-eryer
Diterima oleh Kantor*’enerl Pembayaran 1euWWajib Pajak Y Penyetor uesebbuy efen
% P “Y' T ey
{ Tanggal o e e oo'm-el)m-. oy falve-esee '“'““- ........... reshiy
B il e 93¢ Wvova MYV TR =C ey ofen
000-929-5-L8 sejLiupl
8260014600 - 240L ¢ ueueke|ag smt:'le ! Ut
80602190119000%0 N LN i) Jeipg-SL el
Narma Jelas : o, SHMINLE [ 8 PRGBS TN SR s s ot ep (WL
“Teri +s4h Telah Métlbayar Pajak - PajBk/EHRUK PERIAGUASR Bangsa * YLLve 038 afve

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

8E6L011S04L 000 8¢S SL0S00

F2.0.32.01 . ! (41} ll.l-:’-jl $102-90-5) OW'“-SIM-‘
wnu 1 $00°50E 110" kasnass ¥OL

{NYONABYD YEYDIN SYX) N d d X SSEBLOIE0D N EEEE
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Lampiran 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang

Mengingat

1.

semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang
netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan
lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta
transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

3. Undang-Undang ...

48
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang:

a.

Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3459);
Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3567);
Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...
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diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah
sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1
Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (la) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;

b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang
perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek
pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam
negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi
yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan
pemerintah yang memenubhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...

50


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

)

(©)

S.

-8 -

iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak;
penghasilan dari usaha berbasis syariah;

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang  mengatur mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat
final:

a.

€.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara,
dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di
bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura;

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa
tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi,
usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
bangunan; dan

penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a.

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah; dan

2. harta ...
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()

.
Pasal 19

Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan
tentang penilaian kembali aktiva dan faktor
penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara
unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena
perkembangan harga.

Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak
tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat
(8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib
dilakukan oleh:

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan
uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama
apa pun dalam rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas; dan

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan
pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan
suatu kegiatan.

(2) Tidak ...
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(2)

@)

(4)

(5)

(Sa)

(6)
(7)
(8)

-28 -

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib
melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara
asing dan organisasi-organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang
dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya
jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun,
dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai
tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah
penghasilan  bruto  setelah  dikurangi bagian
penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan
Pemerintah.

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20%
(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor
Pokok Wajib Pajak.

Dihapus.

Dihapus.

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ...
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Pasal 22

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan
barang;

b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak
dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
dan

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut
pajak dari pembeli atas penjualan barang yang
tergolong sangat mewah.

Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat,

dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%
(seratus persen) daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor
Pokok Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c
diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah
1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan
ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama
dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk
usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto

atas:

1. dividen ...
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1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya
selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf e;

b. dihapus;
sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan
penghasilan  lain  sehubungan dengan
penggunaan harta yang telah dikenai Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,
besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%
(seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk

memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada
bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan
dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen ...
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c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh
orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2c¢);
dihapus;

e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf i;

f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggotanya;

g. dihapus; dan

h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada
badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi
sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 24

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan
terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-
undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang
dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh
melebihi  penghitungan  pajak yang terutang
berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh

dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai

berikut:

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya
serta keuntungan dari pengalihan saham dan
sekuritas lainnya adalah negara tempat badan
yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut
didirikan atau bertempat kedudukan;

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa
sehubungan dengan penggunaan harta gerak
adalah negara tempat pihak yang membayar atau
dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut
bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan ...
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c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan
penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat
harta tersebut terletak;

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan
jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara
tempat pihak yang membayar atau dibebani
imbalan tersebut bertempat kedudukan atau
berada;

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara
tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan;

f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan atau tanda turut serta
dalam pembiayaan atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan adalah negara tempat
lokasi penambangan berada;

g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah
negara tempat harta tetap berada; dan

h. keuntungan karena pengalihan harta yang
menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap
adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan
prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud
pada ayat tersebut.

Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang
dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau
dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut
Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah
tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian
itu dilakukan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak
atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat
(7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara
ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a)
sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ...
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Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha
pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas
bumi, bidang wusaha pertambangan umum termasuk
batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran
bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan
tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena
Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah).

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan
dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B ...
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Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau
diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain
berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan
negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan
Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal Il

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1

Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30
Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30
Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO
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Lampiran 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
153/PMK.03/2009

12/13/2018

support.pajak.go.id - Cetak Aturan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153/PMK.03/2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008
TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN,
DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan

Mengingat :

atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4481) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5014);

. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan,
dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

N

w

(S

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR  187/PMK.03/2008 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara

Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
Konstruksi diubah sebagai berikut :

http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/cetak&idcrypt=0Jifo6 Q= 1/4
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1.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga besbppy i.ider@etak:Aturan
Pasal 8

(1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 berlaku ketentuan sebagai
berikut :
a. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31
Desember 2008, apabila :
1) Penyedia jasa telah dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Pengguna Jasa;dan
2

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angaka 1) telah dipindahbukukan
menjadi Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan
Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi,

atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada
angka 2) diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan
melalui perubahan bukti pemotongan.

o

Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31
Desember 2008 yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat
final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan
melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan.

(o]

Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31
Desember 2008 dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani
oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan telah
dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti
pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif
berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

(2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah perubahan
bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan
yang bersifat final tersebut dikembalikan dengan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang melalui permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh
Penyedia Jasa kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar.

(3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dilakukan melalui mekanisme penyetoran
sendiri oleh Penyedia Jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dapat dipindahbukukan.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C yang berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 8A

(1) Untuk melakukan perubahan bukti pemotongan dari Pajak Penghasilan yang bersifat final menjadi
Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyedia Jasa
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia
Jasa terdaftar dengan menggunakan format sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
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(2) Permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilampiri dengan :

a. asli dan 2 (dua) lembar fotokopi bukti pemotongan pajak Penghasilan yang bersifat final; dan

b. data atau keterangan pendukung yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa atas bukti
pemotongan yang akan diubah berkaitan dengan penghasilan yang seharusnya dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23, berupa :
1) fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran;atau
2) fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian

pekerjaan.

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar menyelesaikan permohonan
perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap.

(4) Dalam hal permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui
atas seluruh atau sebagian bukti pemotongan, setiap lembar bukti pemotongan yang disetujui
tersebut harus dibubuhi tulisan atau cap "DIUBAH MENJADI BUKTI PEMOTONGAN PASAL 23 DENGAN
TARIF SEBESAR .....% SEJUMLAH Rp .. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ....... /PMK.03/2009" dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

(5) Atas bukti pemotongan yang telah dibubuhi tulisan atau cap sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. memberikan asli lembar ke-1 pemotongan kepada Penyedia Jasa;

b. menyatukan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan dengan berkas SPT Tahunan Penyedia
Jasa yang bersangkutan; dan

c. mengirimkan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat
pengguna Jasa (pemotong pajak) terdaftar untuk kemudian disatukan dengan berkas SPT Masa
PPh Pasal 4 ayat (2) Pengguna Jasa.

(6) Atas permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyampaikan
pemberitahuan penolakan perubahan bukti pemotongan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai
Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.

(7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati dan Kepala Kantor Pelayanan
Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar belum menyelesaikan permohonan perubahan bukti
pemotongan, permohonan perubahan bukti pemotongan tersebut dianggap disetujui dan Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyelesaikan permohonan perubahan
bukti pemotongan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 8B
Bagi Pengguna Jasa yang telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran kontrak atau
bagian dari kontrak untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak tersebut dan telah menerbitkan
bukti pemotongan serta telah melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa, atas bukti pemotongan
tersebut tidak perlu dilakukan perubahan bukti pemotongan dan dianggap sudah benar.

Pasal 8C
Bagi Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009
tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 1T

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September
2009
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 316
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Lampiran 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar
tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha Jasa Konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);

o

o

g

w

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN

2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) diubah dan di antara Pasal 10
dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak
atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan
Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

a. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
dari usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut:

1) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
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o

2]

a

2) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi
kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf

a angka 1) ditentukan sebagai berikut:

1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan
Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi
sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai
pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan
termin;

2

dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain
sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf

a angka 2) ditentukan sebagai berikut:

1) dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam huruf d
oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak
badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam
negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang
muka dan termin;

2) dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam huruf d, dengan cara
menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran
uang muka dan termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya
selain yang dimaksud dalam angka 1).

. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor

sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c

ditetapkan sebagai berikut:

1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa
perencanaan konstruksi;

2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa
pelaksanaan konstruksi; atau
3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa

pengawasan konstruksi.

Pasal 10A

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak
atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai
berikut:

o

dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa
dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan
dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa

dan Pengguna Jasa sejak tanggal 1 Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak
menggunakan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak Penghasilan
dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
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Pasal 10B
Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, pengenaan Pajak Penghasilan

dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10C

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya
dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2009
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 83

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
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1. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
telah mengatur mengenai pengenaan besaran Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Agar pelaksanaan
pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi
tetap kondusif dengan meningkatnya harga bahan material, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha Jasa Konstruksi.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam ketentuan ini masih diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, mengingat pemberlakukan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1
Agustus 2008, sedangkan perubahan Pasal 23 dan Pasal 25 yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Dengan demikian, pada
tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 masih berlaku ketentuan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
Huruf ¢
Lihat penjelasan huruf b.
Huruf d
Lihat penjelasan huruf b.
Pasal 10A

Lihat Penjelasan Pasal 10 huruf b
Contoh pengenaan Pajak Penghasilan, untuk kontrak yang ditandatangani tanggal 1 Januari 2008 untuk
pekerjaan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):

« Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap I ditandatangani tanggal 15 Mei
2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Juni
2008, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 10;

e Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap II ditandatangani tanggal 15
Nopember 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
tanggal 10 Januari 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan
Pasal 10;

« Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap III ditandatangani tanggal 15 April
2009 dan pembayaran kontrak sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 20
Mei 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi.

Berita acara serah terima penyerahan pekerjaan tersebut merupakan dokumen yang ditandatangani
oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang memuat tingkat persentase penyelesaian pekerjaan yang
sudah dicapai oleh Penyedia Jasa serta nilai penyelesaian pekerjaan.

Pasal 10B
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Cukup jelas.

Pasal 10C

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5014

http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/cetak&idcrypt=oJeooql=

5/5
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Lampiran 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan

Mengingat

b.

s 1

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk
lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi
perkembangan di bidang teknologi informasi dan
perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan
material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...
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s O

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

2. Wajib . ..
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- 14 -

Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk
penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti
dan  tanggal penerimaan  sepanjang  Surat
Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 7

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa  lainnya, dan  sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
terhadap:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal
dunia;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai
warga negara asing yang tidak tinggal lagi di
Indonesia;

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan
lagi di Indonesia;

e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan
usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara . . .
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Agar  setiap orang mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85
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Lampiran 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Menimbang

&

.‘a""’r@

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai
peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional
untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan

perekonomian nasional dan daerah;

bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan
perhenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for
money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan
berkelanjutan;

bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaah Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dchgan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat
kekurangan dan belum menampung perkembangan
kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas
Pengadaan Barang/Jasa yang baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah; '
Mengingat
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Kementerian  Negara yang  selanjutnya  disebut
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang

membidéngi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga ...
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Bagian Keempat

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ memiliki tugas:

a.

b.

menyusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesifikasi teknis /Kerangka Acuan Kerja
(KAK);

menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit
di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa,

mengendalikan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PA/KPA,;

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan
menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain ...
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Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan.
PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.

Bagian Kelima

Pejabat Pengadaan

Pasal 12

Pejabat  Pengadaan dalam  Pengadaan  Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

a.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah); dan

melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian ...
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
. SEKRETARIAT KABINET RI

4 ﬁ:ﬂgepun Bidang Perekonomian,

o7 )

=t/

‘ A@Stina Murbaningsih
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